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Pada har∶ ini senin tanggaI sebeIas buIan Desember tahun dua ribu t刂 uh beIas(土 土̄±2ˉ20±7)yang
bertanda tangan d∶ bawah ini:

王。 Nama
Alamat

Jabatan

Nama
AIamat

Jabatan

Dra。 susA"Tl
KOmpIek Perkantoran dan PemukiFnan Terpadu PemeⅡ ntah Provinsi Kep。 Bangka
BeI⒒ ung Gedung Kant° r Gubernur Lt。 Ⅱl J1.Pu|au Bangka KeIurahan Airltam

κepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerIindungan Anak, κependudukan
Pencatatan s;pⅡ  dan PengendaⅡ an Penduduk KeIuarga Berencana dalarn hal:ni

bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perl∶ ndungan
Anak, κepondudukan Pencatatan s∶piI dan PengendaⅡ an Penduduk κeIuarga

BeFencana yang se丨 a△utnya di$ebut PIHAκ  PERTAⅢ A.

Drs.ΥV凵zAR,Ⅲ s∶

κomplek  PerkantoFan  PemeHntah  Provins∶  KepuIauan  Bangka  BeI∶tung

PangkaIpinang
Inspektur Provinsi KepuIauan Bangka BeⅡ tung daIaFn hal|n∶ bert∶ ndak untuk dan

atas nama lnspektorat Provins∶  Kepu∶ auan Banεka BeⅢtung yang sela丬 utnya

disebut PIHAκ  κEDuA。
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PlHAκ PERTAⅢ
^dan PIHAκ

 KEDVA yang sela叫 utnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAκ ,

terlebih dahuIu mener1:ingkan sebagai beokut:

⊥. bahwa PIHAκ  PERTAⅢA adalah unsur peIaksana PemeHntah Prov∶ nsi κepu|auan Banε ka
8eⅡtung di bidang kependudukan dan pencatatan s∶ piI yang bertanggung jawab kepada

Gubern由r κepuIauan  Bangka BeⅡtung yang berwenang dan berkew刽 iban meIayani
pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan κTP eIektron∶ k
kepPda丿embaga pengguna,yaitu Organisa$i Perangkat Daerah Proˇ ins∶ KepuIauan Banε ka

日ρI扯 ung;

2. bahWa P∶ HAκ κEDuA adaIah Inspektorat Prov∶ ns∶ KepuIauan Bangka BeⅡ tung yang rη erupakan
organisas∶ Perangkat Daerah PFovinsi κepuIauan Bangka BeⅡtung;

Dengan rnemperhaJkan ketentuan peraturan perundangˉ undangan sebagai beHkut:

上。   Undang~undang NOmor 23 Tahun 2006 tentang Adn1in∶ strasi Kependudukan (Lembaran
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun2006NOmor丘24,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
lndonesia Nomor4674),sebagairnana te丨 ah diubah dengan Undang~undang Nom。 r24Tahun
20⊥3(Lembaran Negara RepubⅡ k Indonesia丁ahun20△3Nomor232,Tambahan Lembaran
Ⅱegara Repub⒒ k Indonesla NOmor5475);

2.   Undang~undang NOmor△ ⊥TahlJn2∞8tentang Informasi dan Transaks∶ EIektronik(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indones∶ a Tahun2008Nomor58,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
Indonesia Ⅱomor4843),sebagairnana teIah d∶ ubah dengan Undang~undang N°mor±9Tahun
20△6(Lembaran Negara RepubⅡ kIndones|a Tahun20±6NOmor25土,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k lndonesia NOmoF5952);

3.   undangˉundang NOmor 28 Tahun 2009 tentang P刽ak Daerah dan Retr∶ busi Daerah,
Tambahan Lernbaran Negara RepubⅡk lndones丨 a Nomor 5049;

4.  Peraturan Pemerintah Ⅱomor37Tahun2007tentang PeIaksanaan Undangˉ undang Nomor
23Tahun2006tentang Adn1inistrasi κependudukan(Lembaran Negara RepubⅡ k Indonesia
Tahun 2007 NOmor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones∶ a Nomor 4736)
sebaεairnana teIah diubah dengan Peraturan PemeⅡ ntah NOmor⊥o2Tahun20上2(Lembaran
Negara RepubIik lndonesia Tahun20± 2Nomor265,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k
Indonesia NOmor5373、

5.   Peraturan PemeJntah Nomor82丁 ahun20生2tentang PenyeIenggaraan s∶ steFn dan Transaksi
EIektronik (Lembaran Negara Republik 丨ndonesia Tahun 20± 2 Nomor 生89, Tambahan
Lembaran Negara RepubⅡ k Indones∶ a NOmor5348);

6”   PeFatuFan Presiden Nomor 26 Tahun 2∞ 9 tentang Penefapan κartu Tanda Penduduk
Berbasis Ⅱomor Induk Kependudukan secara Nasional,sebaga∶ Fnana teIah diubah beberapa
kaⅡ ,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor丘 ⊥2Tahun20⊥ 3(Lembaran Negara RepubⅡ k
lndonesia Tahun20⊥ 3NOmor257);

7.  PeratuFan Menteo DaIa吖 、Negeri NOmor6生 Tahun20± 5tentang Persyaratan,Ruang Lingkup
dan Tata Cara Pember∶ an Hak Akses serta Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan(NIK),
Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk ElektFOn∶ k.

Berdasarkan ha卜 haI sebagairnana tersebut di atas, dengan ∶ni PARA P1HAκ sepakat untuk
membuat Pe刂anjian κe刂asama tentang Pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan Data
Kependudukan dengan ketentuan sebagai beHkut:
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PasaI上

MAKsuD DA"tVJuAⅡ

Maksud dan t喇 uan Pe刂 anJ∶ an Ke刂asama ini adaIah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA

PIHAκ daIarn pemanfaatan Data κependudukan berbas∶ skan NomorInduk Kependudukan.

Pasa∶ 2
f  

扌
                   RU^"G LⅡ ⅡGκuP

Ruang Ⅱngkup Pe刂 anjian Ke刂 asama ini meⅡ puti:

a。  Pemanfaatan Nomorlnduk κependudukan.
b.  Pemanfaatan Data Kependudukan。

PasaI3
κEWAJIBAⅡ PARA PIHAκ

(±, HHAκ PE「FAⅢA mempunya∶ kew刨iban:

a口  Pemanfaatan Ⅱomor丨 nduk Kependudukan:

memfasⅡ∶tas∶ pembeHan Nomor lnduk κependudukan kepada PIHAK KEDUA dan
membeⅡ  tanda  pada  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 anηin

ketunggalannya;dan

membeⅡ kan birnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang irnpIementasi
kew刁刂iban PlHAK κEDuA untuk mencantumkan Nomor丨 nduk Kependudukan da丨 am
layanan PlHAK κEDuA atas biaya PIHAκ  κEDuAk

Pemanfaatan Data Kependudukan:

上。  memfasiI∶ tasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  κEDVA sesuai
dengan kebutuhan,yang d∶ k日Ⅱ°Ieh TiFn Teknis daH PARA PIHAκ untuk rnendapatkan
perset丬 uan PIHAκ PER了AⅢA atas nama Gubernur KepuIauan Bangka BeIitung;

2. menyediakan ja丙 ngan komunikas∶ data daH PIHAK PERTAmA kepada PIHAκ  κEDuA
untuk生 (satu)tit∶ k atas biaya PIHAK κEDUA;

3.  memfasⅡ itasi pembeHan birnbingan teknis dan pendampingan tekn|s tentanε
∶rnpIementas∶  pemanfaatan Data κependudukan o!eh PIHAκ PERTAⅢA kepada
PIHAκ KEDuA;dan

4.  me叫aga kerahas∶ aan, keutuhan, dan kebenaran data yang dipeFOleh dan diakses
dar∶ PIHAK κEDUA WaIaupunjangka waktu Pe刂 anJan Ke刂 asama in∶ teIah berakhirv

(2) PIHAκ  κEDUA mempunyai keWaJban:

a。  Pemanfaatan NomorInduk κependudukan:

menGantumkan NOmor Induk κependudukan yang sudah d刂 aΠ刂n ketunggaIannya
daIarn se刂 ap丨ayanan yang d:terbitkan PlHAκ  κEDUA daIan∩ rnemberikan pe丨 ayanan
kepada pubⅡ k;dan

menyed:akan perangkat dan tenaga t。 knis serta anggaran untuk pe丨 aksanaan
b∶Fnbingan tekn∶s dan pendampingan teknis guna keIancaΓ an :Fnp|ementasi
kew臼刂iban PIHAK KEDuA untuk mencantumkan Nomorlnduk Kependudukan daIam
layanan PlHAX κEDVA.

生.

生.
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b。  Pemanfaatan Data κependudukan:

⊥. me叫 aFn∶n kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses da" PIHAK
PERTAmA Walaupunjangka waktu Pe刂 anj∶ an Ke刂asama∶ niteIah berakh∶ r;

2.  menyediakan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses  Data
Kependudukan;

3.∷ menu叫uk seGara tθrtuⅡs 生 (satu) orang p丬 abat tθ tap d∶ PlHAK KEDUA sebagai
pengeIO1a hak akses yanε  diberikan WeWenang dan tanggung jawab oIeh PIHAκ
KEDUA;

f4。
矽
rnenyampa:kan secara tertuⅡ s  usu丨 an  namaˉnama petuga$ pengguna data

f     kependudukan dar∶
pegawai tetap PIHAⅨ κEDuA kepada P∶ HAκ PERTAMA meIaIu∶

pengeI° Ia hak akses;

5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaHngan k°mun∶kas; data dad P∶ HAκ

PERTAⅢA kepada PlHAK κEDUA untuk工 (satu)titik;

6. meny∶apkan dukungan anggaran untukjaHngan komunikas:data koneksitas daⅡ  tit∶k
peneomaan hak akses daⅡ  PIHAK PER丁AmA ke tit∶ kˉtit∶ k Iainnya di Ⅱngkungan PIHAκ
KEDUA sesuai kebutuhan;

7. menyed∶akan anεgaran untuk pe1aksanaan b∶ rnbingan teknis dan pendamp∶ ngan
teknis tentang irnpIementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikelola o!eh PIHAκ  κEDuA yanε sudah dⅡen刂

:;l⒈
ξap∶ dan dibers∶ hkan

oIeh PIHAκ  PERTAⅢ A;dan

8.  membeHkan hak akses secara terbatas kepada PlHAK PERTAMA untuk menaⅡ k data

yang dirnⅡ iki PIHAκ κEDuA guna meIengkapi database kependudukan rniⅡ k P:HAⅡ
PE盯AMA.

PasaI4
HAK PARA P∶ HAκ

(±9 P1HAK PERTAmA mθ mpunya;hak:

a.  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:

Mengawas∶ peIaksanaan kewE弓1iiban PlHAκ  κEDuA untuk mencantumkan NOmor Induk
κependudukan dalam Iayanan yanε  diterbitkan P∶ 陬 K κEDUA。

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

丘. memberikan perset刂uan terhadap usuIan PIHAκ KEDU^ tentang penge丨 o∶a hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawas∶ peIaksanaan pemanfaatan Data κependudukan;dan

3.  mendapatkan hak akses secara terbatas dar∶ PIHAκ KEDUA untuk pengk∶ nlan data
yang diFn∶ Iiki OIeh PIHAK KEDVA εuna melengkap∶ database kependudukan secara
nasional。                                   、

(2) PIHAK KEDuA mempunya∶ hak:

aⅡ  P0manfaatan Nomorlnduk Kependudukan:

△. mendapatkan NomorInduk κependudukan yang te|ah d刂 arn∶n ketunggaIannya untuk
se丨uruh penggunaan Iayanan yang d:seIenl:;I:;|:】 rakan o丨eh P∶HAκ κEDuA;dan

2. mendapatkan b∶ Fnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang iFnpIementas∶
ke喇iban PIHAK κEDuA untuk mencantumkan NOmor lnduk Kependudukan yang
telah d刂arnin ketungga1annya daIam layanan yang d⒒ eH△tkan PlHAκ κEDVA.



b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

△。  mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan
dengan perset1刂 uan terIebih dahu丨 u daH P:HAκ PERTAMA;dan

2. mendapatkan biFnb∶ ngan tekn∶ s dan pendampingan tekn∶s tentang ∶rnplementas∶

penggunaan hak akses Data Kependudukan.

Pasa∶ 5
f  

却
                EVALuAs∶ DAⅡ PEuPORAⅡ

(⊥)  PlHAK KEDUA berkewajiban membuat Iaporan berkaIa pemanfaatan NOmor lnduk
Kependudukan dan Data κependudukan per semester,buIan Juni untuk semester pertama
dan buIan Desember untuk semester kedua kepada PIHAκ PER了AⅢA dengan tembusan
D∶ rekturJenderaI Kependudukan dan PenGatatan(s∶ pⅡ dan Gubernur.

(2)  P:HAκ  PERtAⅢ A meIakukan evaIuasi pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan Data
Kependudukan secara berka丨 a atas Iaporan PlHAκ  KEDUA sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat

(土 ).

(3)  P∶HAκ PERTAMA dapat rnelakukan evaIuasi pemanfaatan NOmorInduk κependudukan dan
Data κependudukan sewaktuˉ waktu.

(4)  HasⅡ  eˇa∶ uas∶ sebagai了 nana diFnaksud pada ayat(2)dⅡ aporkan kepada Gubernur dengan
tembusan MenteH DaIam NegeⅡ  meIa:ui D:rektur JenderaI Kependudukan dan Pencatatan

s∶ p∶ I.

Pasa∶ 6
JAⅡGKA WAK刊

Pe刂anj∶an κe刂asama ∶ni muIa∶ berIaku 蝴 ak ditandatanganinya Pe刂 anj∶an Ke刂 asama ini oIeh

PARA P∶ HAκ sampai dengan tanggaI3土 Desember2022dan dapat diperpa刂 ang atas perset刂 uan
PARA PIHAK。

PasaI7
κEADAAⅡ ⅢEⅢAKsA fFORCEmAJEuRE,

(△) Apab"a te刂 ad∶  ha卜 haI d∶  luar kekuasaan PARA PlHAK atau keadaan memaksa,
dapatd∶Iakukan perubahan pelaksanaan Pe刂 anj∶an κe刂asama atas persetuJuan PARA P∶ HAK。

(2) κeadaan memaksa sebagairnana d∶ Fnaksud pada ayat (土 ), adaIah adanya keb刂 akan
pemedntah yang mengak∶ batkan 刂dak dapat dila丬 utkannya pe丨aksanaan Pe刂 anjian

Ke刂asama in∶ dan apabⅡa te刂ad∶ haIˉhal diIuar kekuasaan PARA PlHAK.

Pasa18
BERAKHIR"VA PERJAⅡ JlA"κ ERJAsAⅢA

Pe刂anJian Ke刂 asama berakh∶ r apab∶ Ia:

a. jangka waktu pe刂 anjian Ke刂 asama te丨ah seIesai;atau

b。  atas kesepakatan PARA PlHAK untuk rnengakhiri ke刂 asama$ebeIum jangka waktu Pe刂 anj∶an
Ke刂asama berakhir.



(△)

(2)

Pad如 9
PE"ΥELEsAlAN PERsELIsIHAN

ApabⅡa dikernudian har∶ tirnbul perrnasalahan daIam perbedaan penafsiran dan peIaksanaan
Pe刂anJIan κo刂asama ini antara PARA PIHAκ  akan diseIesaikan secara musyawarah untuk
mufakat。

Dalam haI musyawarah dan mufakat sebaga∶ rnana dirnaksud pada ayat(丘 )tidak tercapa∶ ,

maka akan d∶ seIesaikan sesua∶ dengan peratu旧 n perundang。 undangan。

Pasal±o
△A1Ⅱ-△AIⅡ

(生)  DaIam ha丨 dIperIukan adanya penambahan atau pengurangan mate四 Pe刂anJan Ke刂asama
in丨,maka dapat dilakukan perubahan atas perset1丿 juan PARA P∶ HAK.

(2)  Perubahan sebagairnana d∶ Fnaksud pada ayat (△ ) d∶tuanεkan daIarn ^ddemd口 m, yang
merupakan bagian yang t:dak terp丨 sahkan daH Pe刂 anjian Ke刂 asama init

(3)  κetentuanˉketentuan yang beⅡ茁fat tekni$ dan operasional dalam peIaksanaan Pe刂 anjian

κe刂asamain∶ akan d∶ susun dalarn standard operasionaI dan Prosedur(soP).

PasaI丘丘

PENuTuP

DernikianPe刂anjian Ke刂asama∶n;dibuat da1am Fangkap2(dua),masing~rnasing d∶ bubuhi rnaterai

cukup dan mempunya∶ kekuatan hukurn yang sama seteIah ditandatangani PARA PIHAκ .

PlHAκ PERTAMA

Dra.sUsANTI
NlP.±g6507生3上992032002 NlP。 ±96307± 7±98903土 004
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